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ABSTRAK

GOPUR, ABDUL. "PRAKTEK KOST MAKAN DI PESANTREN
MADRASAH MAN 1 BOJONEGORO DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN UNDANG UNDANG NO 08 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN "
Pembimbing HM Yasir, SH,M Si
Al Mustofa, M Hi

Bagaimana praktek kost makan bagi siswa dan santr1 di Pesantren Madrasah
MAN 1 Bojonegoio dalam tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan
konsumen terhadap praktek kost makan bagi siswa dan santr1 di Pesantren Madrasah

MAN 1 Bojonegoro

Jenis penelitan mi1 adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu
penehitian terhadap praktek kost makan d: Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro
Data peneliitan aihimpun dengan menggunakan teknik wawancara dan stud

dokumen yang selanjutnya dianalisis dengan pola pikir induktif-verifikatif

Hasil penelitian i1 menyumpulkan bahwa praktek kost makan dalam pondok
ada perbedaan antara pthak siswa dan santri, yang mana pthak santri diwajibkan
untuk mengikuti praktek kost makan, dan juga ketika pada hari Iibur

siswa diharuskan melunast pembayaran walaupun jatah makan tidak diambil

Praktek Koot makan (istyrar) di pondok tidak sesuai dengan prinsip Syariah,
dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Konsumen No 8 Tahun 1999 Sejalan
dengan kesimpuian diatas, maka disarankan terhadap, pengurus Pesantren Madrasah
MAN 1 Bojonegoro yang mengelola kost makan, perlu mengembalikan uang siswa

sesuai dengan hitungan har1 libur

V1
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pondok Pesantren merupakan suatu Lembaga yang sangat berperan dalam
bidang pendidikan pada umumnya dan keagamaan pada khususnya pondok
pesantren merupakan fasilitator yang dipercaya oleh masyarakat untuk mendidik
calon generasi penerus dalam bidang etika, disamping pendidikan pada umumnya,
terutama dalam bidang keagamaan (Islam)

Masyarakat Indonesia yang pada umumnya mayoritas pemeluk agama
Islam sangat peduli akan perkembangan pendidikan bagi putra putr1 mereka untuk
menjad1 generasi penerus bagi mereka, terlebih pada perkembangan mental
spiritual dalam bidang keagamaan

Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro yang telah berdir1 sejak tahun
2007 mempunyar beberapa kegiatan yang berorentasi pada pengembangan -
pendidikan keagamaan, yaitu Sistem pendidikan pesantren ekstra kurikuler yang
di dalamnya terdapat kursus bahasa arab, bahasa inggris dan mengay:

Untuk memenuht kebutuhan siswa yang bermukim dalam pesantren
madrasah, seperti makan, santr1 tidak perlu memasak atau membeli makan diluar
pesantren karena santr1 diwajibkan untuk mengikut1 “kost makan” Namun yang

menjadi permasalahan di sin1 tidak adanya transparansi antara pihak pengurus



pesantren khususnya yang mengelola “kost makan” dengan pihak santr1, dalam art:
d1 pesantren 1n1 ada semacam pemaksaan kehendak terhadap santr1 atau siswa, 1tu
terbukt1 ketidakpastian aturan mengenai kost makan *

Dalam duma usaha, perjanjian usaha 1tu menduduki posisi yang amat
penting Karena perjanyian 1tulah yang membatast hubungan antara dua pihak yang
terhibat dalam pengelolaan usaha, dan akan mengikat hubungan itu di masa
sekarang dan di masa yang akan datang Karena dasar hubungan itu adalah
pelaksanaan apa yang menjadi orientasi kedua orang yang melakukan perjanjan,
dijelaskan dalam perjanpian oleh keduanya

Dalam al-Qur’an surat An-Nisa ayat 29 berbuny1

28 2

S ol e 5 0385 O ) by 28 R STrf st
Artinya Janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang
tidak benar, kecuali jika melalui perdagangan yang kamu setujui®
Selamn 1tu, di dalam Islam praktek tersebut dikenal dengan akad salam
yaitu, sebuah transaks: pembelian suatu barang yang mana pemesan harus
membayar uang sesuar dengan harga yang telah ditetapkan saat akad berlangsung,

artinya pembayaran di depan, namun pemenuhan barang yang dipesan

ditangguhkan setelah akad dilaksanakan

! Hasil wawancara dengan pihak atau pengurus Pesantren Madrasah tanggal,15 pebruar 2011

2R Subekti Kitab Undang-undang Hukum Perdata Prenadya Media, Jakarta, hal 366

* Departemen Agama RI, al-Qur-an dan Terjemahannya Gema Risalah Press, Jakarta, 1989,
hal 83



Berlakunya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen dimaksudkan sebagar landasan hukum untuk melindungi kepentingan

konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif

dimasyarakat Demikian juga piranti hukum tersebut juga tidak berartt membatasi

usaha para pelaku usaha, namun justru sebaliknya mendorong iklim usaha yang

sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadap:

persaingan melalui penyediaan barang dan atau jasa yang berkualitas *

Tujuan perlindungan konsumen, sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU no

8/1999 adalah

Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen
untuk melindungi dir1

Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan atau jasa
Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan
dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen

Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk

mendapatkan informasi

* Junus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti,

2006, hal 51



€  Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha Mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha
f  Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan,
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen 3
Dalam UUPK dijelaskan bahwa
Konsumen berhak atas jaminan kenyamanan, keamanan dan keselamatan
dalam mengkonsums! barang dan atau jasa Pasal in1 menunjukkan, bahwa setiap
konsumen, berhak untuk mendapatkan barang yang nyaman dikonsumsi olehnya
Salah satu pengertian nyaman bagi konsumen, misalnya terhadap konsumen
muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah
agamanya, yaitu kehalalan Selain 1tu, disebutkan bahwa konsumen juga berhak
atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

dan atau jasa

Penegasan Judul/Definisi Istilah

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahan persepsi
dalam  peneliian 1, maka akan dikemukakan penjelasan secara singkat

pengertian istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut

3 Ibid hal 52



Definis1 operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu

variable atau konstrak dengan cara memberikan art: °

1 Hukum Islam Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan
kehidupan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis ’

2 UUPK No 8 Th 1999 Segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberikan perlindungan kepada
Konsumen ®

3 Kost makan Badan usaha Pesantren yang melayani pesanan

makanan yang dilakukan oleh para santri

C. Rumusan Permasalahan/Fokus Penelitian

Dengan latar belakang yang telah didiskripsikan di atas, rumusan
permasalahan atau fokus penelitian yang akan diangkat dalam penelitian 1m
adalah

1. Bagaimana praktek kost makan bagi siswa di pesantren madrasah MAN
1 Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan undang-undang terhadap praktek

kost makan bagi siswa d1 pesantren madrasah MAN 1 Bojonegoro?

S Nasir Mohammad , Metodologi Penelitian, Ghalia, Jakarta, 1988, hal 152

7 Pusat Bahasa Dept Pendidikan Nasional Kamus Bahasa Indonesia, Jilid III hal 411

8 Andnian Sutedi, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Gaha
Indonesia, Bogor 2008, hal 8



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1 Tujuan

Bertitik tolak dar1 rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai

adalah sebagai berikut

1

Untuk menjelaskan Praktek “kost makan” di Pesantren Madrasah MAN

1 Bojonegoro

2 Untuk melakukan penilaian terhadap Praktek “kost makan” di Pesantren
Madrasah MAN | Bojonegoro dengan perspektif hukum Islam dan
Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

2. Manfaat

Hasil dari penelitian in1 diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara

teoritis maupun praktis, yaitu

Secara teoritis, hasil penelitian 1n1 dapat memberikan kontribusi
khasanah keilmuan tentang “kost makan” di Pesantren Madrasah MAN
1 Bojonegoro, dan dapat menjadi bahan kajian pada studi selanjutnya,
khususnya bagi Mahasiswa Jurusan Muamalah dan STAI Sunan Giri
Bojonegoro pada umumnya

Secara praktis, hasil penelitan i1 menjadi acuan dan bahan
pertimbangan bagi pengurus Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro
dalam menjalankan sistem praktek “kost makan” yang benar-benar

sesual dengan prinsip syariah



E Kerangka Teoritik

Salam merupakan bentuk masdar dan kata aslama yang berart
mendahulukan modal Secara etimologi salam juga dustilahkan dengan salaf
(pinjaman tanpa bunga)® Istilah salam digunakan oleh penduduk Hyaz,
sedangkan kata salaf digunakan oleh penduduk Irak'® Kata salam pada
hakikatnya lebih khusus dibanding kata salaf, karena salaf digunakan dalam
dua hal'' Memberikan emas atau perak untuk membayar barang tertentu
hingga batas waktu tertentu dengan menaikkan harganya dar harga yang ada
Bentuk yang dimaksud adalah salam Dan digunakan pula untuk gardh
(pinjaman tanpa bunga)

Adapun secara terminologi, ada beberapa pengertian yang dikemukakan

para ahli fikih Beberapa pengertian i1tu antara lain

e Menurut Ibnu Rusyd, Al-salam atau bai’ al-salam adalah transaksi jual-
beli dengan pembayaran di1 depan, sedang barang yang sifat-sifatnya sudah
jelas yang disebutkan dalam transaks: diserahkan di kemudian har '

e Sayid Sabiq mendefinisikan salam atau pesanan sebagai suatu bentuk jual

beli barang dengan kriteria tertentu dengan pembayaran sekarang namun

diterima di kemudian han

° Sayyid Sabiq, Figh As Sunnah Beirut dar al-Fikr, 1999, jilid 4, hal 72)

' Muhammad al- Khatib As-Syirbini, Mughr al- Muhtdy ilé Ma'rifat: Alfadz al-Minhdj, yihd 11,
hal 140

""" Abdul Rahman Al-Jazin, Al figh ald al-Madzéhib al-Arba'ah, jihd 11, hal 455

"2 Ibn Rusyd Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mugtashid hal 167



e As-Syaukan1 salam adalah apabila seseorang menyerahkan modal dalam
suatu majelis akad, agar seseorang lainnya memberinya barang yang telah
disepakati keduanya pada batas waktu yang telah ditentukan Maka 1a
tidak mengambil kecuali barang yang telah 1a sebutkan ataupun modal
yang telah 1a serahkan, dan 1a tidak boleh mengalihkan apa yang telah
dipesannya sebelum 1a menerimanya '*

Dan definisi-definis1 yang telah dikemukakan, satu titik yang dapat
diambil adalah bahwa salam berarti penjualan barang tertentu tetapi barang
tersebut masith dalam tanggungan (ditangguhkan penyerahannya) dan
modalnya (ra's al-mal) dibayar pada saat transakasi Atau dalam pengertian
sederhana, salam adalah transaksi dimana modal dibayar di muka dan barang
yang dibel diterima belakangan, untuk satu jangka waktu yang tertentu'’

Dalam al-Qur’an surat al-Bagarah (2) 282 berbunyi

86 Lok 0 ) 30 250 5 LT L @l

z z

2R ..tfo}/g/ ° :0 /0/
i 2 “"S"‘)J

" Sayid Sabiq, Fiqth Sunnah pen Nor Hasanuddin Jakarta Pena Pundi Aksara 2006 hal 167
“‘Muhammad bin Ali As-Syaukani, Al-Durar Al-Bahiyah Fi Masa il Al-Fighryah Maktabah

Syamilah, 16

“Muhammad bin Ahmad bin 'Arafah Al-Dasuki Al-Maliki, Hasyiatu ad-Dasuk:, jiid 1V, hal
315



Artinya

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya "'

Ibnu abbas, sahabat rosululloh SAW, menyatakan bahwa ayat
i1 mengandung hukum jual beli pesanan yang ketentuan hukumnya

harus jelas

Dalam al-Qur’an surat al-Baqarah (2) 275 berbunyi

Artinya Dan /glah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
Riba
Dalam al-Qur’an surat an-Nisa (4) 29 berbuny:

° -

;,i;ua;:;;w\,uu T/’%JLLJ\;‘,.{Z' [PATAtSEN

-

Artinya Janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang
ndak benar, kecuali jika melalu perdagangan yang kamu setujur *®

Dr1 antara dalil disyariatkannya salam 1alah beberapa hadits berikut 1n1

Sahabat Ibnu Abbas r a berkata

'* Departemen Agama RI, Al-Qur an dan Terjemahnya, hal 48
'7 Departemen Agama RI, Al-Qur-an dan Terjemahannya, hal 47
¥ Departemen Agama RI, Al-Qur-an dan Terjemahannya, hal 83
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Artinya

“Saya bersaksi bahwa jual-beli As Salaf yang terjamin hingga tempo
yang ditentukan telah dihalalkan dan duzinkan Allah dalam Al Qur'an,
Allah Ta'ala berfirman (artinya) "Hai orang-orang yang beriman,
apabila kamu bermu'amalah tidak dengan secara tunai, untuk waktu
yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya " (Riwayat As Syafi'i, At
Thabary, Abdur Rozaq, Ibn Aby Syaibah, Al Hakim, dan Al Bathaqy,
dan dishahihkan oleh Al Albany) '°

Istisna’ adalah bentuk kedua dari model jual beli dimana barang atau
komoditas ditransaksikan sebelum barang atau komoditas tersebut ada
wujudnya *° Artinya, jika kita memesan sebuah barang dar1 sebuah pabrik
atau industri rumah tangga dengan karakteristik tertentu dengan bahan mentah

untuk barang pesanan tersebut berasal dari mereka, maka 1tulah istisna’ Akan

tetap1, untuk membuat kontrak istisna’ 1tu valid, maka diperlukan kesepakatan

'° al-Syafi’t Musnad Asy-Syafi I, Maktabah syamilah
? Hutp//www Sanggelombang co 1d/, tanggal 9 me1 2011, pukul 18 15 wib
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Kontrak 1stisna’, sepertt pada kontrak jual beli As Salam, memberikan
beban moril kepada orang yang menerima pesanan barang tersebut (pabrik
atau ndustri rumah tangga) agar mampu menyediakan barang dengan
spesifikast dimaksud dalam waktu yang disepakati Kontrak istisna’ tidak
dapat dibatalkan setelah pabrik/industri rumah tangga mular mengerjakan
barang pesanan yang diminta Akan tetapi, jika terjadi perbedaan atas barang
yang dipesan oleh pembeli dengan barang yang diberikan oleh pabrik /
industr1 rumah tangga disaat pengiriman, maka kontrak istisna’ menjadi batal
dengan sendirinya Salah satu implementasi dari akad istisna’ saat 1
misalnya adalah seseorang yang meminta seorang penjahit untuk menjahitkan
pakaian sepert! yang 1a inginkan dengan bahan pakaian berasal dar1 s1 penjahit
bukan dar1 orang yang meminta dijahitkan baju

Berlakunya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen dimaksudkan sebagar landasan hukum untuk melindungi
kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat
diterapkan secara efektif dimasyarakat Dalam berbagai literatur sekurang-
kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan mengenai
konsumen, yartu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen
Dyjelaskan bahwa dua istilah 1tu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan

konsumen bagian hukum dart konsumen
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Dijelaskan bahwa dua 1stilah 1tu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan

konsumen bagian hukum dar1 konsumen

Hukum konsumen menurut Nasution adalah “Keseluruhan asas-asas
dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah berbagai

fihak satu sama lamm berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di

dalam pergaulan hidup” >

Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagal.
“Keseluruhan asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi
konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang

dan atau jasa konsumen” %

Pada dasarnya, batk hukum konsumen maupun hukum perlindungan
konsumen membicarakan hal yang sama yaitu kepentingan hukum (hak-hak
konsumen) bgaimana hak-hak konsumen itu diaku1 dan diatur didalam hukum
serta bagaiman ditegakkan didalam praktek hidup bermasyarakat, itulah yang
menjadi mater1 pembahasannya dengan demikian, hukum perlindungan
konsumen atau hukum konsumen dapat diartitkan sebagair keseluruhan
peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen

dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya

2! Az Nasution, Konsumen dan Hukum, Sinar Harapan, Jakarta, hal 64
2 Ibid, hal, 66



13

F. Kajian Pustaka/Penehitian Terdahulu.

Sampai saat i1 belum ditemukan penelitian yang sejenis, penelitian tentang
analisis hukum Islam dan menurut undang-undang perlindungan konsumen pada

permasalahan praktek kos makan

G. Metode Penelitian

1 Jems dan Rancangan Penelitian
Jenis dan rancangan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang penulis
ajukan, jenis penelitian in1 merupakan penelitian lapangan (kualitatif) yang
mempunyai arti prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

kata-kata yang tertulis dan lisan dani orang yang diamati 2

2 Vanabel
Pada dasarnya vanable penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi

obyek pengamatan penelitian, faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau

gejala yang ditelit1 *

2 Lexy, J, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosda Karya, Bandung
2005, hal 4

2 Suharsimi Aris Kunto, Prosedur Penelinan Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta,
2002 hal 97
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Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian Sesuai dengan pengertian
di atas yang menjadi populasi penelitian adalah siswa MAN 1 Bojonegoro yang

bermukim di Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro

4 Data yang dihimpun

Data yang dihimpun oleh peneliti adalah data tentang peraturan kost makan

d1 Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro
5. Jenis Data dan Sumber Data

51 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian 1m1 d1 bagi menjadi dua, yaitu
a Jenis data primer
Jemis data yang digunakan dalam penelitian in1 berupa bahan-bahan yang

diambil dar1 data kualitatif

b jenis data sekunder
yaitu jenis data yang berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah

data tambahan sepert: dokumen dan lain-lain
5 2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian 1n1 dibagi menjadi dua, yaitu

a Sumber Data Primer

3 Lezy J Mailong, op cit hal 157
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Sumber data primer dalam penelitian i1 terdini dari responden informan
Pengelola kost makan siswa, para siswa/santri di pesantren madrasah MAN

1 Bojonegoro

b Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah, buku-buku yang berkaitan langsung
dengan masalah perlindungan konsumen terhadap praktek “kost makan”atau

akad styrar

6 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh penelitt
untuk mengumpulkan data Adapun metode yang digunakan oleh peneliti untuk
menggali data dar1 lapangan adalah wawancara (inferview) dengan beberapa
subyek penelitian serta studi dokumentasi terkait dengan masalah yang akan
ditelits

Proses pengumpulan data tersebut akan dijelaskan sebagai berikut

a Wawancara (Interview)
Metode i1 digunakan penulis untuk mengumpulkan data tentang masalah

yang sedang diteliti dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dan

berdialog dengan pihak yang berhubungan dengan masalah yang di bahas

b Studi Dokumen

Metode in1 digunakan penulis dengan cara memahami dan menelit: peraturan
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a Wawancara (Interview)
Metode 1 digunakan penulis untuk mengumpulkan data tentang masalah
yang sedang diteliti dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dan

berdialog dengan pihak yang berhubungan dengan masalah yang di bahas

b Stud: Dokumen
Metode im digunakan penulis dengan cara memahami dan meneliti peraturan
praktek kost makan yang dimiliki oleh Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro

yang berhubungan dengan masalah yang dibahas

¢ Observasi
Pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang
diselidiki adar memperoleh dat-data yang obyektif dan valid dengan cara

langsung menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar yang lain e

Instrumen Penelitian
Sesuar dengan pengumpulan data, data yang digunakan dalam penelitian
i yakni berupa interview dan observasi, maka instrumen yang dipakai dalam

pedoman penelitian adalah wawancara dan pedoman observast

Lokasi Penelitian

Penelitian 1m1 dilakukan di Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro

9 Teknik Pengolahan Data

% Nasir Mohammad Op Cit Hal 212
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Setelah data-data yang dikumpulkan dapat dikumpulkan, maka penulis

melakukan pengelolahan data sebagai berikut

1 Editing, yaitu pmeriksaan data secara cermat tentang kelengkapan,
relevasi, makalah serta istilah-1stilah yang perlu dikoreks: dan data yang telah
dihimpun ¥

2 Organizing adalah menyusun data-data yang telah diperoleh dalam

rangka laporan yang sudah direncanakan sebelumnya untuk perumusan sekripsi

3 Tabulating, adalah memasukkan data-data kedalam table-tabel
10 Analisis Data
Penelitian 1m termasuk penehitian lapangan (field research), yaitu
penelitian terhadap Peraturan praktek kost makan yang dimiliki oleh Pesantren
Madrasah MAN 1 Bojonegoro Adapun untuk menganalisis data, digunakan pola

pikir induktif-verifikatif

a Induktif 1alah pola berpikir yang digunakan penulis untuk mengemukakan
fakta dan hasil penelitian tentang Peraturan praktek kost makan yang dimiliki
oleh Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro yang bersifat khusus, lalu
ditarik kesimpulan yang bersifat umum?

b Venfikatf ialah metode analisis yang digunakan penulis untuk menilar fakta

yang terjadi, yaitu Peraturan praktek kost makan yang dimiliki oleh Pondok

7 Nasir Mohammad Op Cr hal 406
1 Sutrisno Had1 Metodologi Research Andi Offset,Bandung Hal 47
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Pesantren MAN 1 Bojonegoro apakah sesuai dengan ketentuan hukum Islam
dan Undang-Undang perlindungan konsumen

¢ Deskniptif, 1alah metode penelitian untuk membuat gambaran yang mengenai

situasi dan kejadian

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mengarah tercapainya tujuan pada pembahasan skripsi m
maka penulis membuat sistematika pembahasan tulisan skripst yang terdir1 dar
lima bab yang masing masing bab berisi pembahasan sebagai berikut

Pada Bab I pendahuluan bensi latar belakang, Definisi

Operasional, Rumusan Masalah, tuwuan dan kegunaan penelitian,
Kerangka teontik, Kapan Pustaka, metode penelitian, sistematika
penulisan skripsi

Bab II  menjelaskan tentang aqad Salam dan  segala

permasalahannya, menjelaskan substansi undang-undang no8 tahun
1999 tentang perhindungan konsumen Hal im1 diharapkan untuk mampu
membantu penulis menjawab rumusan masalah seobyektif mungkin

Pada Bab Il menjelaskan tentang hasil penelitian penulis yang di

lakukan di Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro Yang meliputi,
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Sejarah berdin, kegiatan di Pesantren Madrasah, serta praktek kost
makan siswa

Sedangkan pada Bab IV Analisis hukum Islam terhadap praktek
kos makan di pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro, Analisis
Undang-undang No 8 tahunl1999 Perlindungan Konsumen terhadap
praktek kos makan di Pesantren madrasah MAN 1 Bojonegoro

Sementara pada Bab V yakmi Penutup berisi kesimpulan dan
keseluruhan bab, dan saran-saran yang diharapkan mampu member
sumbangan pemikiran atas kekurangan penulisan skripsi 11

Bagian akhir skripst imi terdin dan daftar pustaka dan lampiran-

lampiran



BAB II
KONSEP AKAD SALAM DALAM ISLAM

A. Landasan Teon

1. Definisi Salam

Salam merupakan bentuk masdar dar kata aslama yang berarti
mendahulukan modal Secara etimologi salam juga dustilahkan dengan salaf
(pmjaman tanpa bunga) ' Istilah salam digunakan oleh penduduk Hyaz,
sedangkan kata salaf digunakan oleh penduduk Irak’> Kata salam pada
hakikatnya lebih khusus dibanding kata salaf, karena salaf digunakan dalam
dua hal’

Memberikan emas atau perak untuk membayar barang tertentu
hingga batas waktu tertentu dengan menaikkan harganya dari harga yang
ada Bentuk yang dimaksud adalah salam Dan digunakan pula untuk gardh
(piyaman tanpa bunga)

Adapun secara terminologi, ada beberapa pengertian yang dikemukakan

para ahli fikith Beberapa pengertian 1tu antara lain

1 Sayyid Sabiq, Figh As Sunnah, jlid 4, Dar al-Fikr, Beirut, 1999, hal 72

? Muhammad al- Khatib As-Syirbini, Mughm al- Muhtdy ilé Ma'rifat: Alfidz al-Minhdy, phd
II Dar al-Fikr, Beirut, Libanon 2005M, hal 140

* Abdul Rahman Al-Jazini, A/ figh ala al-Madzdhib al-Arba'ah, jihd 11, Dar al-Fayr al-Turats,
Kairo, 2000M, hal 455 Lihat juga Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshar1 Al-Qurthuby,
al-Jami'u Iy Ahkdm Al-Qurdn phd 111, Maktabah Al-Tawfikiah, Kairo hal 333
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Menurut Ibnu Rusyd, 4/-salam atau bai’ al-salam adalah transaks jual-
beli dengan pembayaran di depan, sedang barang yang sifat-sifatnya sudah
jelas yang disebutkan dalam transaksi diserahkan di kemudian han +

Sayid Sabiq mendefinisikan salam atau pesanan sebagar suatu bentuk
jual bel1 barang dengan kriteria tertentu dengan pembayaran sekarang namun
diterima d1 kemudian hari °

As-Syaukan: menjelaskan salam adalah apabila seseorang menyerahkan
modal dalam suatu majelis akad agar seseorang lainnya memberinya barang
yang telah disepakati keduanya pada batas waktu yang telah ditentukan
Maka 1a tidak mengambil kecuali barang yang telah 1a sebutkan ataupun
modal yang telah 1a serahkan, dan 1a tidak boleh mengalihkan apa yang telah
dipesannya sebelum 1a menerimanya °

Dar1 defimsi-definist yang telah dikemukakan, satu titik yang dapat
diambil adalah bahwa salam berarti penjualan barang tertentu tetap: barang
tersebut masith dalam tanggungan (ditangguhkan penyerahannya) dan
modalnya (ra's al-mdl) dibayar pada saat transakasi Atau dalam pengertian
sederhana, salam adalah transaksi dimana modal dibayar di muka dan barang

yang dibel1 diterima belakangan, untuk satu jangka waktu yang tertentu’

* Ibn Rusyd Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mugtashid Dar Tbn ‘Ashashah Beirut, 2005,
hal 167

* Sayid Sabiq Fiqth Sunnah pen Nor Hasanuddin Pena Pundi Aksara, Jakarta 2006 hal 167

® Muhammad bin Ali As-Syaukani, Al-Durar Al-Bahiyah F1 Masa'il Al-Fighiyah Maktabah
Syamilah, 16

" Muhammad bin Ahmad bin 'Arafah Al-Dasuki Al-Maliki, Hasyiatu ad-Dasuki jihd IV, Dar

@iian 21-1imiah Beirut 2003 hal 315
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2. Dasar Hukum Salam

Dalam al-Qur’an surat al-Baqgarah (2) 282 berbuny1

f = T 3£

4 32 7 27z 38 - b ://:”‘_}// .6" 8

z

Artinya
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

menuliskannya v
- i ’: - G 4 > E/
aagld 5] gagaly
Artinya Dan persaksikanlah apubilu kamu beryual belr’

Dalam al-Qur’an surat al-Bagarah (2) 275 berbuny1
./’J,g///slsg,@.aglﬁ/
‘3"{‘“@"’&*“" AW J>1y
Artinya Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
Riba "

Dalam al-Qur’an surat an-Nisa (4) 29 berbuny1

-

Y - - ﬁ/.. ):
S elF s 5E S0

¥ Departemen Agama RI, 4/-Qur an dan Terjemahnya, Surya Cipta Aksara, Surabaya, 1993,
hal 48

? Ihid , hal 48

1 Ibnd,, hal 47
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Artinya Janganlah kamu memakan harta sesuma kamu dengan cara yang
tidak benar, kecualt jika melalui perdagangan yang kamu setujur !

Dr antara dahil disyanatkannya salam 1alah beberapa hadits berikut im

Sahabat Ibnu Abbas r a berkata
S5 oy T e i f s 2o Sl Specaddl bl Of Agsf
o) ol )" g ™ J.>s d)s um eIy S] s,.;s ;;.\M Tk "y

Artinya
“Saya bersaks: bahwa jual-beli As Salaf yang terjamin hingga tempo
yang dutentukan telah dihalalkan dan duzinkan Allah dalam Al Qur'an,
Allah Ta'ala berfirman (artinya) "Har orang-orang yang beriman,
apabila kamu bermu'amalah tidak dengan secara tunai, untuk waktu
yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya " (Riwayat As Syafi', At

Thabary, Abdur Rozaq, Ibn Aby byazbah Al Hakim, dan Al Baihagy,
dan dishahihkan oleh Al Albany) "

Serta dalam riwayat yang lain disebutkan,

,ésd;f;;;;’ﬂ%mviﬁ%b;mj&@ﬂwj J6 as 3 o, Slo o
gyi:&;@@;j;a&i;;(%w;mg.ﬁm gy JUis 1 el

(o 3 e Jol i a0
Artinya

Dari sahabat Ibnu Abbas radhiallhu 'anhuma, 1a berkata "Ketika
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam  tiba di kota Madinah, sedangkan
penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo
waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda 'Barang siapa
yang memesun sesualu, muka hendaknya 1a memesan dalam jumlah
takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam
timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan hingga
tempo yang telah diketahwi (oleh kedua belah pihak) pula '
(Muttafaqun 'alaih) "

! Ibid, hal 83

12 Al-Syafi’1 Musnad Asy-Syafi'l, Dar al-Fikr, Beirut , 1996 hal 225

3 Al-Bukhart Shahih Bukhari Juz 11l Toha putra, Semarang hal 44 Dan Muslim Tt Shahih
Mushim juz I Dar Ihya' kutub al-Arabiyah, Jakarta 701-702
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3. Rukun Dan Syarat Salam

Dalam akad salam harus terpenuhi syarat dan rukun sebagai elemen

dan 1nstrumen agar akad tersebut dapat dianggap sah dan berlaku

a Rukun Salam
Jumhur Ulama berpendapat, dalam suatu akad harus memenuhi tiga

rukun atau unsur agar akad tersebut bisa dilaksanakan, yaitu

1) Aqid Yartu para pthak yang melaksanakan akad (subjek akad), terdin
dan dua pihak atau lebth Dalam akad salam 1 yang disebut agqid
adalah muslim yaitu orang atau pihak yang memesan barang, dan
muslam ilaih yaitu produsen atau penyedia barang yang dipesan

2) Ma’qud alath Adalah suatu obyek transaksi berupa sesuatu yang
berharga, yaitu tsaman / ra’sul mal (modal) dan muslam fih (barang
yang dipesan)

3) Shighat akad, yang berupa 1jab dan qabul yaitu pernyataan serah terima
dalam suatu akad
Adapun menurut Ulama Hanafiyah, suatu akad muamalah bisa

dinyatakan sah cukup dengan adanya yab gabul di dalamnya, begitu pula

dalam akad salam 11 Maka transaksi pesanan dinyatakan sah dengan

adanya ucapan serah terima

b Syarat Salam




Kalau kita mengklasifikasikan syarat-syarat yang mest1 dipenuh1 dalam
transaksi salam sesuar rukun-rukunnya, kita akan menemukan bahwa setiap

rukun yang ada harus memenuhi beberapa syarat tertentu, sebagai berikut
1) Syarat Lafadz Aqad

Syarat yang harus dipenuhi dalam aqad salam dapat kita bedakan
menjadi dua bagian Pertama, syarat umum, mencakup syarat-syarat yang
wajib dipenuhi dalam setiap akad jual beli dan telah disepakati oleh para

ulama Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut

a) Ketersambungan aqad
b) Ijab dan gabul tidak digantung dengan syarat
Contoh 1jab yang digantung misalnya pembeli berkata, Bila Anakku
sehat maka aku akan memesan darimu sebuah lemari es dan kau
serahkan dua bulan lagi
¢) Kesesualan antara lafadz qabul dan 1jab
Adapun syarat-syarat khusus pada lafadz aqad salam adalah sebagai
berikut
d) Jjab hanya boleh dengan menggunakan lafadz salam atau salaf
menurut Ulama Syafi’iyah, dan tidak boleh menggunakan lafadz ba '/
sebab terjebak pada jual beli sesuatu yang tidak ada (ba:’ al
Ma'dim) " Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan

Hanabilah boleh menggunakan lafadz salam, salaf atau jual bel biasa

1 Muhammad Al- Khatib As-Syirbini, Op Cit hal 143
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Perbedaan 1m1 kemudian akan melahirkan perbedaan hukum dalam
menentukan boleh tidaknya barang diserahkan langsung saat aqad

e) Tidak boleh terdapat syarat khrydr
Apabila barang telah didatangkan pada waktu yang telah disepakati
maka tidak boleh ada khrydr (memilih atau meminta gant1) Kecuah
bila terdapat cacat dalam barang tersebut dan merusak sifat dan syarat
yang telah disepakat:

f) Disebutkan tempat penyerahan barang bila tempat tersebut hanya
dapat dyangkau dengan menggunakan biaya

g) Disebutkan waktu penyerahan barang yang diketahui bersama
Menurut Malikiyah mimmal 15 har setelah akad terjad °
Tidak ada perbedaan di kalangan ulama tentang wajibnya penyebutan
waktu yang diketahut bersama, sebab teks Al Quran dan hadits
dengan jelas menyebutkan hal im Ulama Malikiyah berpendapat
bahwa boleh menyebutkan masa panen, awal musim gugur, han
kedatangan jama’ah haji, dsb bila penjual dan pembeli berada pada
kota yang sama Sebab menurut Malikiyah, kata-kata tersebut
termasuk dalam kategor1 waktu yang biasa digunakan dan dimaklumi
Mayoritas ulama tidak membenarkan pendapat im1 Mereka beralasan
bahwa waktu-waktu tersebut tidak dapat ditentukan secara pasti, dapat
berubah-ubah, sehingga termasuk dalam kategon waktu yang tidak
diketahu

h) Menyebutkan sifat-sifat, jenis, bentuk, dan ukuran barang

S Abdul Rahman Al-Jazin, Op Ct, hal 458
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Imam Syafi’t mengatakan bahwa tidak boleh menyebut sifat barang
yang tidak mungkin didatangkan penjual Misalnya s1 penjual
mengatakan “Saya membeli darimu pakaian atau makanan yang
paling baik,” dst tanpa menyebutkan sifat-sifat yang membedakannya
dengan yang lainnya Bila terjadi, maka pada saat itu akad cacat,
karena penjual tidak akan sanggup mendatangkan barang yang paling
baik sebab tidak ada standar yang jelas dan disepakati tentang baik
dan buruk suatu benda Dan apabila pembeli dalam akad hanya
mengatakan “Saya membeli darimu pakaian atau makanan yang baik
atau baru,” apabila kemudian terjad: pertentangan setelah barang itu
didatangkan, maka cukup memanggil seseorang untuk menilai
Apabila menurut penilaiannya barang tersebut baitk atau baru, maka

6
pembeli harus menerimanya ]

2) Syarat Al ‘Aqidan

Keduanya secara syariat termasuk orang yang memiliki hak
bertransaksi

al Qadhi1 Ab1 Suja’ menyebutkan dalam kitabnya Matnu al Ghdyah
wa at Taghrib, bahwa orang yang terhalang haknya untuk melakukan
transaksi (A/-Hajr) ada enam golongan Behiau berkata

Orang yang terhalang haknya untuk bertransaksi ada enam golongan
(1) Anak kecil, (2) orang gila, (3) orang bodoh yang suka menghamburkan

hartanya, (4) orang bangkrut yang terlilit hutang, (5) orang yang sakit parah

' Al Imam As Syafi’l, Op cit, hal 151,215
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tidak boleh menafkahkan lebih dar sepertiga hartanya dan (6) hamba sahaya
yang tidak duzinkan berdagang oleh majikannya '’

Bila penjual adalah seorang yang buta, maka aqad cacat Tetap: bila
yang buta adalah pembel, maka menurut Ulama Syafi’iyah transaks: tetap
sah dengan syarat s1 pembeli mengetahur sifat-sifat benda yang dipesan,
beratnya, jumlahnya, jenisnya dst apakah benda 1tu pernah dilihatnya
sebelum buta, atau diketahui karena pernah didengarnya atau dalam transaksi

dia ditemani oleh orang lain (yang tidak buta) yang dipercayainya

3) Syarat Barang dan Tempat Penyerahan

Secara umum, segala barang yang dibolehkan untuk diperjual belikan

dalam jual beli biasa (~) diperbolehkan pula untuk diperjual belikan dalam

bentuk salam Berikut beberapa syarat yang harus diperhatikan berkaitan

dengan barang dan tempat penyerahannya

a) Harus dalam bentuk hutang dalam jaminan penjual

b) Harus merupakan benda yang dapat dudentifikasi secara jelas,
mempunyai sifat-sifat tertentu, jems, sifat, ukuran, kadar, klasifikasi
kualitas yang diketahu1 bersama dan membedakannya dengan barang
lainnya

c) Termasuk benda yang mungkin didatangkan ketika titba masa

penyerahannya

"7 Abi Suja” Ahmad bin Husain bin Ahmad Al Ashfahany As Syafi’l, Matnu al Ghdyah wa at
Taqrib, Al-Hidayah, Surabaya, hal 29
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d) Harus diserahkan bukan pada saat agad

Mayoritas ulama berpendapat bahwa transaksi penyerahan barang
tidak boleh bersamaan dengan saat aqad salam Bila telah bersamaan,
maka akan terjadi dua kemungkinan Pertama, bila barang sudah ada
pada saat aqad maka praktek yang terjadi bukan lagi praktek salam
tetapt telah berubah menjadi transaksi jual beli biasa, sebab yang
membedakan salam dan jual beli hanyalah persoalan waktu penyerahan
barang Kemungkinan kedua, apabila barang belum ada, maka transaksi
i telah terjebak dalam transaksi haram, jual beli barang yang tidak ada
(bar’ al ma’diim)

Ulama Syafi'iyyah berbeda pendapat dalam hal 1 Mereka
mengatakan bahwa penyerahan barang boleh pada saat bersamaan
dengan aqad bahkan lebih baik Mereka menafsirkan kalimat 1/d ayalin
musamma dalam Al Quran dan /d gjalin ma’lim dalam hadits Nabi
bukan sebagair syarat, tetapt bermakna apabila transaksi menyebutkan
waktu maka waktu tersebut diketahw dan disepakati bersama Adapun
yang membedakannya dengan jual beli adalah pada lafadz transaks: I

e) Tempat penyerahan adalah yang telah disepakati sebelumnya

Ketika tempat penyerahan barang berubah dan tempat yang telah
disepakati tanpa adanya kesepakatan terlebth dahulu maka salah satu
atau kedua belah pihak berhak untuk membatalkan akad Tetap: ketika
keduanya tidak menyebutkan tempat maka akad tetap sah menurut

mayoritas ulama Apabila tempat penyerahan barang hanya bisa dicapai

18 Sayyid Sabig, Op Cut, hal 74
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oleh salah satu pihak atau keduanya dengan mengeluarkan biaya, maka
menurut Hanafiyah dan sebagian Syafi’iyah tempat 1tu harus disebutkan

dalam agad
4) Syarat Modal/biaya (Ra’sul Mal)

a) Harus diserahkan/dibayar pada saat aqad transaksi, demi menghindari
terjadinya jual bel utang dengan utang (bui' ad-dain bi ad-dain )
Malikiyah membolehkan adanya jangka waktu paling lama tiga hari,
sebab 3 hart masih dianggap tempo yang dekat dengan waktu
transaks1'’

b) Serah tenma di tempat aqad, sebelum pelaku transaksi berpisah
apakah modal tunai atau hutang

¢) Jumlah modal yang diserahkan harus diketahui bersama

Syafi’tyah dan Hanabilah mengatakan cukup dengan melihat
modal/uang tersebut atau dengan isyarat Hanafiyah mensyaratkan
dihitung untuk memastikan jumlahnya Hanafiyah juga menambahkan
modal tersebut mesti1 diketahui jenisnya, diperiksa keaslian dan dilihat
apakah boleh digunakan atau tidak

Tidak mest1 Ra’sul Mdl dalam bentuk uang, tetapi boleh dalam
bentuk jasa Misalnya pembeli berkata, Saya memesan darimu sebuah
sepeda motor dalam jangka dua bulan dan sebagai pembayarannya,

silahkan kau menempati rumahku selama enam bulan

s

! Muhammad bin Ahmad bin 'Arafah Al-Dasuki Al-Maliks, Joc ¢t hal 317
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4. Berakhirnya Akad
Menurut jumhur ulama suatu akad atau perikatan dapat berakhur apabila
terjad: hal-hal sebagai berikut
a  Berakhirnya masa berlaku perjanjian
Dalam setiap perjanjian tentu ditetapkan batasan waktu Oleh karena 1tu
Jika telah sampai batas waktu yang telah disepakati, maka dengan sendirinya
akad tersebut batal Sebagaimana firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 4

sebagai berikut

&

WS 1! 1y 1 e 10 L D (e L (i

-

4. £
}

[NES
- _,&J°.‘5 5% ® o &2 L ed.0. o of J_(;
il Loy alll ul/{..’g.i.u Q{RJ.@;P.?J%!”

Artinya Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan
perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurang: sesuatu
pun (dari 1s1 perjanjianmu dan tidak (pula) mereka membantu
seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu
penuhilah janjinya sampai batas waktunya®

b Dibatalkan oleh pthak—pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya

tidak mengikat Sebagaimana yang difirmankan oleh Alloh SWT

° & o ® o £ 2 -
g o/n/a/ ;Jml}«;.g,k)‘ljlgﬁ’;”/}:w”/ - :}g _.,Jl/’d ;:, -,
- _6}° 3 i8¢ o sy 2 o ’u}’ )’_4 # Py
ndzadl Cow alll u%rﬁjswurﬁs,wswfsﬂs

Artinya Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan
Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-
orang yang kamu Telah mengadakan perjanjian (dengan
mereka) di dekat Masjidilharam, maka selama mereka berlaku
lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula)

2 Departemen Agama RI, Op Cu , hal 76
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terhadap mereka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang bertakwa *!

Dan apabila perjanjian tersebut bersifat mengikat, maka perjanjian 1tu
dapat berakhir bila
a) Akad tersebut fasid
b) Berlaku khiyar syarat, khiyar ‘aib
c) Transaksi tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang bertransaksi
d) Telah mencapai tujuan transaksi 1tu secara sempurna
Apabila salah satu pithak melakukan kelancangan dan terdapat bukti-
bukti bahwa salah satu pthak melakukan wanprestasi terhadap apa yang telah

disepakati, maka transaksi yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak lain

B. Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
1. Latar Belakang Perlindungan Konsumen
Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan
perlindungan (hukum) yang di1 ben1 kepada konsumen dalam usahanya untuk
memperoleh barang dan jasa dart kemungkinan timbulnya kerugian karena
penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan
sebagar hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap konsumen
dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen Dengan
demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban
konsumen, produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan

kewajiban 1tu

2 Ibid., hal 365
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Dalam berbagar Iliteratur sekurang-kurangnya dua istilah mengenai
hukum yang mempersoalkan mengenai konsumen, yaitu hukum konsumen
dan hukum perlindungan konsumen Diyjelaskan bahwa dua istilah 1tu
berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen bagian hukum dan

konsumen

2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Hukum konsumen menurut Nasution adalah “Keseluruhan asas-asas
dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah berbagai
fihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di
dalam pergaulan hidup” **

Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai
“Keseluruhan asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindung:
konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang
dan atau jasa konsumen” %

Pada dasarnaya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan
konsumen membicarakan hal yang sama yaitu kepentingan hukum (hak-hak
konsumen) bagaimana hak-hak konsumen i1tu diakui dan diatur didalam
hukum serta bagaiman ditegakkan didalam praktek hidup bermasyarakat,
itulah yang menjadi mater1 pembahasannya dengan demikian, hukum
perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai
keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-

kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk

memenuhi kebutuhannya

22 Az Nasution, Konsumen dan Hukum, Sinar Harapan, Jakarta , 1995 hal 64 * .
2 Ibid,, hal 66
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Kata keseluruhan dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa
didalamnya termasuk seluruh pembedaan hukum menurut jemisnya Jadi,
termasuk didalamnya, baik aturan hukum perdata, pidana, administrasi
Negara maupun hukum internasional Sedangkan cakupannya adalah, hak dan
kewajiban serta cara-cara pemenuhannya dalam usahanya untuk memenuhi
kebutuhannya, yaitu bagi konsumen mulai dan usaha untuk mendapatkan
kebutuhannya dar1 produsen, meliputu, informasi, memilih, harga sampai
pada akibat-akibat yang timbul karena penggunaan kebutuhan 1tu

Dengan demikian, jika perlindungan konsumen diartikan sebagai segala
upaya yang menjamin segala kepastian pemenuhan hak-hak konsumen
sebagar wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan
konsumen tiada lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk
menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen

Adapun pengertian konsumen itu sendirt adalah setiap orang yang
memakal barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan dir1 sendir, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain

dan juga tidak untuk diperdagangkan

3. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen
Sebelumnya telah disebutkan bahwa tujuan dan UUPK adalah
melindungi kepentingan konsumen, dan di satu sis1 menjadi pecut bagi pelaku
usaha untuk meningkatkan kualitasnya Lebih lengkapnya Pasal 3 UUPK

menyebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah
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Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk
melindungi dir

Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dar ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan,
dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen

Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk
mendapatkan informast

Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang juur dan
bertanggung jawab dalam berusaha

Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan
usaha produks! barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan,
dan keselamatan konsumen

Sedangkan asas-asas yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UUPK adalah™

a

Asas Manfaat
Asas 1m1 mengandung makna bahwa penerapan UUPK harus
membentkan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak,

konsumen dan pelaku usaha Sehingga tidak ada satu pihak yang

* I/http www google co 1d Undang-undang Perlindungan Konsumen cc// 23 Me1 2011, Pukul

20 00 W1b
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kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak
harus memperoleh hak-haknya
b Asas Keadilan
Penerapan asas 11 dapat dilithat di Pasal 4 — 7 UUPK yang mengatur
mengenar hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha Diharapkan
melalu1 asas 11 konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya
dan menunaikan kewajibannya secara seimbang
¢ Asas keseimbangan
Melalui penerapan asas 1ni1, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku
usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak
yang lebih dilindungi
d Asas keamanan dan keselamatan konsumen
Diharapkan penerapan UUPK akan membenkan jaminan atas
keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian,
dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsums atau digunakan
e Asas kepastian hukum
Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaatt hukum
dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan

konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum

4. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen
Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang

menjadi landasan kebyjakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakm
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Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala
sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional
bertwyjuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur Tujuan
pembangunan nasional diwujudkan melalur sistem pembangunan ekonomi
yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan
dunia yang memproduks1 barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh
masyarakat

Kedua, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (UUPK) Lahirnya Undang-undang in1 memberikan harapan
bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian
yang diderita atas transaks! suatu barang dan jasa UUPK menjamin adanya

kepastian hukum bagi konsumen

5. Tujuan Perhndungan Konsumen

Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen,

tujuan dan Perlindungan Konsumen adalah®

a Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen
untuk melindungi dir,

b Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dan ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa,

¢ Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilith, menentukan

dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,

% //mttp www google co 1d Undang-undang Perlindungan Konsumen cc//, 23 Me1 2011, Pukul

20 05 Wib
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d Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informas: serta akses untuk
mendapatkan informasi,

e Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenair pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggungjawab dalam berusaha,

f Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,

kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen

6. Azas Perhndungan Konsumen
Asas Manfaat mengamanatkan bahwa segala upaya dalam
Penyelenggaraan perlindungan konsumen harus membernikan manfaat

sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara

keseluruhan,

a Asas Keadilan, partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara
maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku
usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya
secara adil,

b Asas Keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan
konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam art1 materul ataupun
spiritual,

¢ Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, memberikan jaminan

atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalarn
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penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
dikonsumsi atau digunakan,
d Asas Kepasttan Hukum, baik pelaku usaha maupun konsumen

mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan

perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum

7. Hak-Hak Konsumen
Sesuar dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Hak-

hak Konsumen adalah

a Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa,

b Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuar dengan milair tukar dan kondisi serta
Jaminan yang dijanjikan,

¢ Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondis1 dan
Jaminan barang dan/atau jasa,

d Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau
Jasa yang digunakan,

e Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut,

f Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta

tidak diskriminatif,
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h Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugl/penggantian, apabila
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau

tidak sebagaimana mestinya,

8 Kewajban Konsumen

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen,

Kewajiban Konsumen adalah

a Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian
atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan
keselamatan,

b Berntikad baik dalam melakukan transakst pembelian barang dan/atau
Jasa,

¢ Membayar sesuai dengan mlai tukar yang disepakati,

C. Dasar Hukum Hak Pelaku Usaha

Pelaku Usaha 1tu sendiri adalah setiap perorangan atau badan usaha,
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendinn maupun bersama-sama melalu1 perjanjian

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi

1. Adapun hak hak pelaku usaha adalah sebagai berikut .
a Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
mengenar kondisi dan mnilai tukar barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan,
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b Hak untuk mendapat perlindungan hukum dan tindakan konsumen
yang beritikad tidak baik,

¢ Hak untuk melakukan pembelaan dinn sepatutnya didalam
penyelesaian hukum sengketa konsumen,

d Hak untuk rehabilitas1 nama baik apabila terbukti secara hukum
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau

jasa yang diperdagangkan

Kewajiban Pelaku Usaha

a Bentikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,

b Memberikan informasi yang benar, jelas dan juyjur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,

¢ Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif,

d Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang
dan/atau jasa yang berlaku,

e Membern kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta member:t jaminan

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang

diperdagangkan,
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f Membert kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas
kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang
dan/atau jasa yang diperdagangkan,

g Member1 kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai

dengan perjanjian

D. Klausula Baku
Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat
yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh
pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang
mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen
Klausula Baku aturan sepihak yang dicantumkan dalam kwitansi,
faktur atau bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli
yang sangat merugikan konsumen
Dengan pencantuman Klausula Baku posist konsumen sangat lemah
atau tidak seimbang dalam menghadap: pelaku usaha
Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa
Klausula Baku yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian
dilarang bagi pelaku usaha, apabila dalam pencantumannya mengadung
unsur-unsur atau pernyataan sebagai berikut
1 Pengalihan tanggungjawab dar1 pelaku usaha kepada konsumen,
2 Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli

konsumen,
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3 Pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas
barang atau jasa yang dibel1 oleh konsumen

4 Pemberian kuasa dar1 konsumen kepada pelaku usaha baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan
septhak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran

5 Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau
pemanfaatan jasa yang dibel: konsumen

6 Memben hak kepada pelaku usaha untuk mengurang: manfaat jasa
atau mengurang harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual
beli jasa

7 Tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru,
tambahan atau lanjutan dan / atau pengubahan lanjutan yang dibuat
secara septhak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen
memanfaatkan jasa yang dibelinya

8 Konsumen membert kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan
hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli
oleh konsumen secara angsuran
Contoh Klusula Baku yang dilarang Undang-Undang Perlindungan

Konsumen antara lain sebagai berikut

1 Formulir pembayaran tagihan bank dalam salah satu syarat yang harus
dipenuhi atau disetujui oleh nasabahnya menyatakan bahwa “ Bank
tidak bertanggung jawab atas kelalaian atau kealpaan, tindakan atau
keteledoran dan Bank sendirt atau pegawainya atau koresponden, sub

agen lainnya, atau pegawai mereka ,



44

2 Kwitansi atau / faktur pembelian barang, yang menyatakan
"Barang yang sudah dibel tidak dapat ditukar atau dikembalikan” |

"Barang tidak diambil dalam waktu 2 minggu dalam nota penjualan

kami batalkan"



BAB 111

PRAKTEK KOST MAKAN DI PESANTREN MADRASAH
MAN 1 BOJONEGORO

A Gambaran Umum Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro

1 Latar Belakang dan Sejarah Berdirinya

D1 tengah-tengah maraknya perkembangan perubahan tatanan sosial
dan kampanye Iiberarisasi Islam, eksistensi Salafi ternyata masih tetap
dibutuhkan dalam upaya pembentukan karakter masyarakat mushm yang
berkompeten dalam bidang agama, batk wacana maupun secara praktis
sebuah Pesantren yang berada di lingkungan Madrasah Aliyah Negen 1
Bojonegoro Sampai sekarang, diusianya yang ke-4 masth kokoh dan
harum, bahkan dar1 tahun ketahun terus mengalam: perkembangan yang
signifikan, baik dalam bidang pembangunan sarana pendidikan maupun
metode yang ada d1 dalamnya, mencoba dengan kiprahnya sebagai lembaga
pendidikan, mewujudkan cita-cita bangsa yaitu mencerdaskan masyarakat
Indonesia yang mempunyai kualitas mntelektual dan keimanan menuju insan
kamil

Sejarah mengatakan awal berdirinya Pesantren Madrasah MAN 1

Bojonegoro yang didirikan pada tahun 2007 oleh segenap Dewan guru

45
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Pendidikan yang dikembangkan dalam Pesantren Madrasah MAN 1
Bojonegoro bersifat salafi modern didalamnya diajarkan berbagai keillmuan
agama sepertt Tauhid, Figh, Nahwu, dan shorof serta ilmu umum dan
keahlian bahasa arab dan inggris

Perkembangan Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro semakin
pesat Kemajuan ilmu pengetahuan yang ada menuntut Pesantren Madrasah
MAN 1 Bojonegoro untuk mengembangkan sayapnya lebih luas dalam
bidang keilmuan melalur pengembangan pengetahuan umum sebagar bekal

para santri

2 Lokasi1 Pondok Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro

Adapun lokast Pondok Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro yaitu
sebelah selatan dar1 kota Bojonegoro tepatnya di desa Sukorejo

Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro pada tahun 2011 menampung
kurang lebih 38 santri dengan metode perpaduan antara pengetahuan umum
dan agama Perkembangan pengetahuan umum yang bersifat formal
ditampung di dalam naungan Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro

sedangkan untuk santr1 yang mempunyar minat dalam pengembangan 1lmu

pengetahuan agama bermukim di Pesantran Madrasah MAN 1 Bojonegoro
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3 Sejarah dan Perkembangan Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro

Pesantren yang berdir1 berdirn pada tahun 2007 Didirikan oleh
segenap dewan guru Madrasah Aliyah Neger1 1 Bojonegoro, Beberapa
pelajaran yang digjarkan didalamnya terkart dengan pelajaran islam, yaitu

nahwu, shorof, fiqih, tarikh, imla’, dan bahasa Arab

a. Perkembangan Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro

Perubahan yang sangat cepat dengan beragam unsur yang
mendorong perubahan, telah menempatkan Pesantren Madrasah MAN 1
Bojonegoro sebagar Pondok Pesantren dengan basic pendidikan salafi-
formal yang diperhitungkan di tingkat global Terutama pendidikan yang
dikelola di lingkungan Asrama Pesantren

Dan perlu dicatat, bahwa dalam perjalanan panjang sejarah Pesma
MAN 1 Bojonegoro hingga tahun 2011, merupakan salah satu Pesantren
yang menunjukkan eksistensinya di dalam mengembangkan syiar Islam
agar tidak tergeser oleh pengaruh globalisasi

Pada awalnya Pesantren Madrasah memuiliki santr1 20 orang, namun
dalam perkembangannya jumlah santr1 meningkat kurang lebih 38 santn,
itupun berasal dar1 berbagar daerah Kemajemukan daerah tidak
memecahkan persaudaraan santri 11 terbukt: dalam berdiam di1 Pesantren

Madrasah bercampur aduk dar1 berbagai daerah Untuk meningkatkan
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daya kemampuan santr1 dalam menghadapi tuntutan masyarakat, mereka
dilatih dengan keahlian yang tertampung di bawah naungan Kementrian

Agama

b Rutimitas Harian Santri1 Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro

Tabel Rutinitas Harian Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro

WAKTU KEGIATAN

04 00-04 30 WIB Jama’ah Sholat Subuh

05 00-06 45 WIB Sarapan (Persiapan) Sekolah

07 00-15 00 WIB Sekolah Formal MAN

15 00-17 00 WIB Istirahat, Sholat Ashar, Makan

17 00-17 30 WIB Makan, mandi dan persiapan jama’ah

18 00-18 30 WIB Jama’ah sholat maghrib, baca al Qur’an

19 00-20 00 WIB Jama’ah sholat 1sya’
Ngaj1 sorokan
20 00-21 30 WIB Belajar

22 30-03 30 WIB Tidur
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¢ Keadaan Santr1 Pondok Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro

Adapun jumlah santr1 Pondok Pesantren Madrasah MAN 1
Bojonegoro (tahun 2010-2011) sebanyak 38 santri, perincian datanya dapat
dilihat dalam tabel sebagai berikut

Tabel 5 2

Jumlah Keadaan Santr1 Madrasah MAN 1 Bojonegoro

No | Keadaan Pengurus | Kelas | Kela | Kelas | Jmlh
Mund X s XI | XII

1 | satuan 4 10 10 18 40

2 | Ruang Belajar 1 4 2 1 8

3 | Ruang makan 1 1 1 - 3

Sumber Dokumen Pesma MAN 1 Bojonegoro
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d Struktur Kkepengurusan Pondok Pesantren Madrasah MAN 1

Bojonegoro Periode 2010-2011

Pengasuh atau Pimpinan Drs H Priyono
Dewan Pembimbing Ust Sugtharto
Ust Mudhori, M Pd ]

Ust, Mahrus, Spd I!

B Praktek Kost Makan di Pondok Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro

1. Pengertian dan Latar Belakang Praktek Kost Makan

Pada dasarnya, semua kegiatan yang ada di ruang lingkup Pondok
Pesantren merupakan hak dan otoritas pesantren 1tu sendiri, dalam artian
semua kebyakan yang di keluarkan oleh pihak pesantren merupakan
kewajiban bagi santr1 untuk melaksanakanya, seperti halnya Pesantren
Madrasah MAN 1 Bojonegoro, mengadakan kewajiban praktek kost makan
terhadap santri-santrinya, walaupun dalam membuat peraturan kost makan,
mular dar1 mekanmismenya, (pembayaran, waktu yang ditentukan dan menu
yang diidangkan) tidak ada proses dialog antara pihak santr1 dengan pithak

pesantren, maka secara otomatis sudah menjadi sebuah peraturan

' Dokumen Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro
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Latar belakang diadakannya praktek kost makan dengan bertujuan
antara lamn, untuk mendukung kegiatan proses belajar mengajar dalam
Pondok Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro, agar santri bisa disiplin
(tepat waktu) ketika proses belajar mengajar berlangsung Selain 1tu juga
pthak Pesantren bertujuan agar santr1 mendapat makanan yang benar-benar
halal menurut ajaran syanat Islam dan juga suct dalam pengelolaan
makanan tersebut

Kost Makan adalah kegiatan usaha Pondok Pesantren yang melayani
pesanan makanan yang dilakukan oleh para santri, yang mana dalam fiqih
dikenal dengan istilah aqad salam yaitu, mengambil sesuatu sedikit demi

sedikit dalam beberapa waktu

2. Prosedur pengambilan Kost Makan di Pesantren Madrasah MAN 1

Bojonegoro

Kost Makan yang diadakan di Pesantren i1 bentuk pengambilannya
ada tiga tahap yaitu, pagi, sore dan malam hari, dimana pada pagi har Kost
Makan diambil pada pukul 06 00 WIB sampai pukul 07 00 WIB, dan pada
siang han pengambilanya pada pukul 12 30-13 00, sedangkan pada malam

har1 pengambilanya pada pukul 19 00 WIB, sampai pukul 19 30 WIB
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3. Potret Sistem Kost Makan di Pondok Pesantren Madrasah MAN 1

Bojonegoro

Kegiatan Kost Makan yang ada di Pesantren Madrasah MAN 1
Bojonegoro diwajibkan pada siswa Madrasah Aliyah Neger1 1 Bojonegoro
yang bermukim dalam pesantren madrasah Seiring dengan perkembangan
Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro, maka pada Tahun 2007 di mulai
peraturan “Kost Makan” yang diwajibkan bagi seluruh santr1 yang berdomisili
di Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro tanpa terkeculi, dengan
menjelaskan aturan mulair dar1 hal sistem pembayaran, perjanjian (akad),
antara pithak santr1 (konsumen) secara keseluruhan, dengan pithak pengurus
yang mengelola kost makan di Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro

Pada awal berlangsungnya kegiatan kost makan tidak ada
permasalahan yang signifikan dikarenakan proses belajar mengajar berjalan
dengan semestinya, namun ketika proses belajar mengajar tidak ada dalam
arttan pada waktu liburan santr1 masth diwajibkan untuk melunasi
pembayaran kost makan, dar1 permasalahan 11 barulah santr1 merasa
keberatan karena santr1 (Konsumen) merasa dirugikan karena tidak

mengambul jatah makan *

* Wawancara dengan Ahmad, Siswa Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro, 28 Me1 2011
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4 Sistem Pembayaran Kost Makan
Pembayaran kost makan pada dasarnya dilakukan pada awal bulan
yang sudah disepakati harganya Dan sistem pembayarannya dilakukan
terpisah dengan pembayaran kegiatan sekolah formal Madrasah Aliyah
Neger1 1 Bojonegoro yang dikenal dengan 1stilah Syahriah, akan tetapi
apabila santri tidak dapat melunasi pada awal bulan, maka Pesantren
memberikan dispensasi berupa kelonggaran waktu, sampar pertengahan

bulan untuk melunasinya






BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTEK KOST MAKAN SISWA PESANTREN
MADRASAH MAN 1 BOJONEGORO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Kost Makan Santr1 D1 Pesantren
Madrasah MAN 1 Bojonegoro

Setiap element masyarakat terlepas dar1 dasar ideologinya masing-masing,
pastt mempunyal mekanisme atau aturan main untuk mencapair sebuah tugas
produksinya Akan tetap: respon Islam dalam menyelesaikan tugas produksinya
sangat berbeda dengan respon ekonomi pasar, atau ekonomi komando Walaupun
seseorang merasa benar dengan berasumsi bahwa suatu masyarakat pertama-tama
harus melakukan tugas-tugas produks! terlebih dahulu sebelum memulai persoalan
distribusi, dalam ekonom Islam distribusilah yang harus dipertimbangkan dengan
ketentuan-ketentuan yang ada dalam Islam '

Sepert1 halnya kost makan yang dalam Islam masuk dalam pembahasan
akad salam, yang secara terminologi yaitu suatu bentuk transaksi penyerahan
pembayaran di muka dengan barang yang dunginkan pemenuhannya
ditangguhkan

Dar1 hasil penelitian yang telah dilakukan, ada satu titik fokus pembahasan

dalam transaksi kost makan yang dilaksanakan di Pesantren Madrasah MAN 1

! Muhammad Abdul Mannan, Teor: Dan Praktek Ekomon: Islam, PT Dana Bhakti Wakaf,
Yogyakarta, 1995, hal 44

54
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Bojonegoro, yaitu terkait proses pelaksanaan transaksi Maka dalam bab 11 akan

dibahas lebih lanjut mengenar transaks: tersebut

1 Rukun Salam
Rukun salam menurut Ulama Hanafiyah hanyalah lafadz aqad, 1jab dan
gabul Mayoritas Ulama menambahkan dalam rukun al Aqidan (pelaku
transaksi, terdir1 dar1 penjual /al Muslamu llaih dan pembel1 /al Muslim), al
Muslamu fih (barang dan tempat penyerahannya) dan Ra’sul mal (modal
atau harga pembayaran)

Terkart dengan rukun salam 1n1, maka dalam transaks: kost makan d1
Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro, pithak pesantren yang telah
mewakilkan pengurus (bendahara) bertindak sebagai penjual /al Muslamu
llath dan pembel1 /al Muslim adalah para santr1 Pesantren Madrasah MAN 1
Bojonegoro Dengan objek salam adalah pors: makan yang telah ditentukan
oleh pondok dan harga atas setiap pors! tersebut yang harus dibayar oleh
santri

Dalam kost makan yang dilaksanakan di Pesantren Madrasah MAN 1
Bojonegoro dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahur bahwa
perjanjian kost makan tersebut dilakukan pada awal santri mendaftar di
pondok tersebut, di mana pondok melalur pengurusnya telah menjelaskan

semua hal yang menjadi hak dan kewajiban santri termasuk di dalamnya
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adalah kost makan, bagaimana cara pembayaran, pengambilan dan juga
terkait kemungkinan keterlambatan pembayaran
Maka terkait dengan akad salam i, 1yab gabul dalam kost makan di
Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro telah dilaksanakan pada awal
pendaftaran, dengan penyebutan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya
termasuk harga dan pemenuhan kost tersebut Model sepert: 1 tidaklah
bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan ulama terkait pensyaratan
lafadz akad
a  Syarat Al ‘Aqidin
Al Qadhi Abi Suja’ menyebutkan bahwa orang yang terhalang
haknya untuk melakukan transaksi (4/-Hajr) ada enam golongan Yaitu
(I) Anak kecl, (2) orang gila, (3) orang bodoh yang suka
menghamburkan hartanya, (4) orang bangkrut yang terlilit hutang, (5)
orang yang sakit parah tidak boleh menafkahkan lebith dan sepertiga
hartanya dan (6) hamba sahaya yang tidak duzinkan berdagang oleh
mayikannya *
Mayontas Ulama figh mensyaratkan pembeli harus beragama Islam
bila yang diperjual belikan adalah budak muslim Sebab bila pembeli

adalah orang kafir maka budak 1tu akan berada di bawah penguasaan

? Abi Suja’ Ahmad bin Husam bin Ahmad Al Ashfahany As Syafi’l, Matnu Al Ghayah wa At
Tagqrib, Surabaya Al-Hidayah, hal 29
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orang kafir dan 11 bertentangan dengan ayat al Quran surat an Nisa’ (4)

141

e

z 4 4 - I PR -7 s < P
Sote 31 o (a5 AT Jaz 3

Artinya “Dan Allah sekali-kali tidak akan member: jalan kepada
orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman

Bila penjual adalah seorang yang buta, maka aqad cacat Tetap: bila
yang buta adalah pembel1, maka menurut Ulama Syafi’1yah transaks: tetap sah
dengan syarat s1 pembeli mengetahwu sifat-sifat benda yang dipesan, beratnya,
jumlahnya, jemisnya dst apakah benda itu pernah dilihatnya sebelum buta,
atau diketahu1 karena pernah didengarnya atau dalam transaks: dia ditemam
oleh orang lain (yang tidak buta) yang dipercayainya

Dalam kost makan di Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro, telah
jelas diketahu1 bahwa pelaku kost tersebut adalah para santn sebagar pemesan
atau pembeli, dan pthak pesantren yang telah memben kuasa kepada pengurus
sebagai penjual atau penyedia barang yang dipesan

Sepertt diketahu1 dart paparan hasil penelitian, santr1 Pesantren

Madrasah MAN 1 Bojonegoro adalah para pelajar yang telah baligh

hal 87

3 Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, Surya Cipta Aksara, Surabaya, 1993,
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b. Syarat Barang

Secara umum, segala barang yang dibolehkan untuk diperjual belikan
dalam jual belr biasa (a&+) diperbolehkan pula untuk diperjual belikan dalam
bentuk salam Berikut beberapa syarat yang harus diperhatikan berkaitan
dengan barang dan tempat penyerahannya

e Harus dalam bentuk hutang dalam jaminan penjual

e Harus merupakan benda yang dapat dudentifikasi secara jelas,
mempunyai sifat-sifat tertentu, jenis, sifat, ukuran, kadar, klasifikasi
kualtas yang diketahur bersama dan membedakannya dengan barang
lainnya

e Termasuk benda yang mungkin didatangkan ketika tiba masa
penyerahannya

Dar1 paparan syarat mengenai Muslam fih d1 atas diketahur bahwa

barang yang dipesan dalam kost makan di1 Pesantren Madrasah MAN 1
Bojonegoro masuk kriteria yang ditentukan ulama’, karena telah jelas
bahwa barang yanmg dipesan adalah porsi makan yang mempunyai
ukuran dan Kketentuan yang mana telah dijelaskan pada awal

pendaftaran
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¢ Syarat Modal/biaya (Ra’sul Mal)

Harus diserahkan/dibayar pada saat agad transaksi, demi menghindari
terjadinya jual beli utang dengan utang (bai’ ad-dain bi ad-dain )

Malikiyah membolehkan adanya jangka waktu secara mutlak *

Serah terima di tempat agad, sebelum pelaku transaksi berpisah
apakah modal tunai atau hutang
Jumlah modal yang diserahkan harus diketahui bersama

Syafi’tyah dan Hanabilah mengatakan cukup dengan melihat
modal/uang tersebut atau dengan isyarat Hanafiyah mensyaratkan
dihitung untuk memastikan jumlahnya Hanafiyah juga menambahkan
modal tersebut mest1 diketahui jenisnya, diperiksa keaslian dan dilihat
apakah boleh digunakan atau tidak

Tidak mest1 Ra’sul Mal dalam bentuk uang, tetap1 boleh dalam
bentuk jasa Misalnya pembel1 berkata, Saya memesan darimu sebuah
sepeda motor dalam jangka dua bulan dan sebagar pembayarannya,
silahkan kau menempati rumahku selama enam bulan

Sesuar dengan pensyaratan di atas, ra’sul mal pada akad m

adalah harga yang telah disepakati pembayarannya dilakukan

*Muhammad bin Ahmad bin 'Arafah Al-Dasuki Al-Mahki, / Muhammad bin Ahmad bin
'Arafah Al-Dasuki Al-Maliki, Hasyiatu ad-Dasuki jilid 1V, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut 2003, hal

317
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bersamaan dengan pembayaran kegiatan Pesantren dan kost makan
yang disebut Syahriah, akan tetapt apabila santr1 tidak dapat melunasi
pada awal bulan, maka Pesantren memberikan dispensasi berupa
kelonggaran waktu, sampai pertengahan semester untuk melunasinya

Maka

B Analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen No8 Tahun 1999
Terhadap Praktek Kost Makan Bagi santr1 di Pesantren Madrasah MAN 1
Bojonegoro

Sebelumnya telah disebutkan bahwa tujuan dart UUPK adalah melindung:
kepentingan konsumen, dan di satu sist menjadi pecut bagi pelaku usaha untuk
meningkatkan kualitasnya Lebih lengkapnya Pasal 3 UUPK menyebutkan

bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah

1 Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandinan konsumen untuk
melindungi din

2 Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya
dar1 ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa

3 Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan

menuntut hak-haknya sebagai konsumen
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Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan
informasi

Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam
berusaha

Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan
usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan konsumen

D1 Indonesia, hak-hak konsumen adalah telah terkandung dalam pasal 4

Undang-Undang perlindungan konsumen, yaitu,

a

Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuair dengan nilai tukar dan kondis: serta jaminan
yang dyanjikan,

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa,

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa
yang digunakan,

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut,

Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen,
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f  Hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif,

g  Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
atau tidak sebagaimana mestinya,

h  Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan
lainnya’

Disamping pengaturan hak-hak dalam pasal 4, pengaturan mengenai
kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi hak-hak konsumen diatur dalam pasal 7
Kewajiban pelaku usaha dan hak-hak konsumen merupakan persyaratan yang
memang harus tertuang dalam upaya perlindungan konsumen Oleh karena,
kewajiban pengurus yang mengelola praktek kost makan di pesantren Madrasah
MAN 1 Bojonegoro harus memperhatikan hak-hak konsumen °

Selain hak-hak konsumen yang tercantum dalam pasal 4 Undang-undang
perlindungan konsumen, ada dua hak yang konsumen berhubungan dengan produk
yaitu

1 Hak untuk mendapatkan barang yang memiliki kuantitas yang baik serta
aman Dengan hak 1m berarti konsumen harus dilindungi untuk

mendapatkan barang dengan kuantitas yang bermutu Ketidaktahuan

* Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1999, tentang perlindungan konsumen,
Citra Umbara, Bandung, 2007, hal 5

Adnan Suted1 S H , HM, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen,
Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hal 51
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konsumen atas suatu produk barang yang dibelinya seringkali di
perdayakan oleh pelaku usaha Pelaku usaha dapat saja mendikte pasar
dengan menaikkan harga dan konsumen menjadi korban dari ketiadaan
pilthan Konsumen sering diadapkan pada kondisi “jika setuju beli, jika
tidak silahkan car1 di tempat yang lain”, padahal di tempat lain telah
dikuasainya Dalam situasi demikian, biasanya konsumen terpaksa
mencari yang lain bila masih ada

Untuk mendapatkan kerugian Bila barang yang dibelinya dirasa
merugikan 1a berhak mendapat kerugian Adapun jemis kerugian yang
diklaimnya tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas
kesepakatan masing-masing pithak Artinya konsumen tidak dapat
menuntut secara berlebihan dar1 barang atau harga yang dibayarkan
kecuali barang yang dikonsumsinya menimbulkan gangguan pada tubuh
atau mengakibatkan cacat pada tubuh konsumen, maka tutuntutan
konsumen dapat melebih1 dar1 harga barang yang di belinya

Selain memiliki hak, konsumen juga mempunyai kewajiban, yaitu
Membaca atau mengikuti petunjuk informas: dan prosudur pemakaian
atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
Berr’tikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau
jasa

Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati
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mengikuti upaya penyelesaian hukum dalam perlindungan konsumen ’

" Ibid hal 5152
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BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dan uraian yang telah dikemukaar dalam bab-bab sebelumnya, maka
sampailah kepada suatu kesimpulan sebagaimana berikut

Praktek kost makan bagi santr1 di Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro

diantaranya yaitu

1 Ketika di awal bulan semua santr1 diwajibkan untuk mengikut: praktek
kos makan di dalam naungan pondok pesantren, dan praktek kost makan
baru terjach di saat santr1 sudah lunas, dan biaya kost yang dikeluarkan
santr1 mendapatkan hak berupa makan 3 kal1 sehar1 dalam sebulan sesuai

dengan ketentuan aturan yang telah ditetapkan pihak pesantren

2 Praktek kost makan di Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro telah
sesuar dengan hukum Islam, karena sudah memenuhi Rukun dan syarat
salam yang mana yab dan gabul telah terpenuhi antara santr1 dan pihak

pesantren pada saat pembayaran kost makan, serta syarat salam

penyerahan ra’sul mal (modal) di awal, dan dalam prakteknya santn

pesantren MAN 1 Bojonegoro melakukan pembayaran di muka
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Sedangkan menurut UUPK bahwa praktek kost makan di Pesantren
Madrasah MAN 1 Bojonegoro telah sesuair dalam pasal 4 Undang-
Undang perlindungan konsumen, karena hak untuk memilih barang, Hak
mendapatkan informas: yang benar, dan hak untuk dilayan1 telah

terpenuhi

B. Saran
Berikut 11 merupakan saran yang dapat di kemukakan oleh penulis,
dengan harapan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh para pengurus
Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro, pada masalah mekanisme praktek kost
makan, yaitu
1 Memberikan informas: yang benar atau dialog dengan para santri atau

siswa terhadap mekanisme praktek kost makan

2 Dan bagi pihak Pesantren Madrasah MAN 1 Bojonegoro harus
melakukan ganti rugi kepada santri, siswa atau konsumen dalam

pembayaran yang telah dilunasi pada waktu liburan
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